
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR  80  TAHUN  2011 

TENTANG 

DANA PERWALIAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 ayat (2) Peraturan 

Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan 

Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah, perlu menetapkan 

Peraturan Presiden tentang Dana Perwalian; 

 

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbenda-

haraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4355); 

  3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata 

Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5202); 

  

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG DANA PERWALIAN. 

 

BAB I … 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

   Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan: 

1. Hibah Pemerintah, yang selanjutnya disebut Hibah, adalah 

setiap penerimaan negara dalam bentuk devisa, devisa yang 

dirupiahkan, rupiah, barang, jasa dan/atau surat berharga 

yang diperoleh dari Pemberi Hibah yang tidak perlu dibayar 

kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri. 

2. Dana Perwalian adalah dana Hibah yang diberikan oleh satu 

atau beberapa Pemberi Hibah yang dikelola oleh suatu 

lembaga sebagai wali amanat untuk tujuan penggunaan 

tertentu. 

3. Perjanjian Hibah adalah kesepakatan tertulis mengenai Hibah 

antara Pemerintah dan Pemberi Hibah yang dituangkan dalam 

dokumen perjanjian pemberian hibah atau dokumen lain yang 

dipersamakan. 

4. Pemberi Hibah adalah pihak yang berasal dari dalam negeri 

atau luar negeri yang memberikan Hibah kepada Pemerintah. 

5. Lembaga Wali Amanat adalah suatu organisasi yang dibentuk 

oleh Kementerian/Lembaga untuk mengelola Dana Perwalian 

sesuai dengan kewenangan yang disepakati dalam Perjanjian 

Hibah. 

6. Kementerian/Lembaga adalah kementerian negara/lembaga 

pemerintah non kementerian negara. 

 

7. Menteri … 
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7. Menteri Keuangan adalah menteri yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan di bidang keuangan negara. 

8. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan 

Perencanaan Pembangunan Nasional, yang selanjutnya disebut 

Menteri Perencanaan adalah menteri yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan 

nasional. 

9. Menteri/Pimpinan Lembaga adalah pejabat yang bertanggung 

jawab atas pengelolaan keuangan kementerian/lembaga yang 

bersangkutan. 

10. Organisasi Non Pemerintah adalah lembaga swadaya 

masyarakat yang melaksanakan kegiatan yang bersifat nirlaba 

dan berkedudukan di Indonesia. 

 

 

Pasal 2 

(1) Pemerintah dapat menerima Hibah dalam bentuk uang 

untuk membiayai kegiatan melalui Dana Perwalian. 

(2) Hibah melalui Dana Perwalian sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), dimaksudkan untuk mengoptimalkan penggunaan 

dana Hibah.  

(3) Hibah melalui Dana Perwalian sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), dapat bersumber dari dalam negeri dan luar negeri. 

(4) Penerimaan Hibah melalui Dana Perwalian sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), meliputi Hibah yang direncanakan 

dan/atau Hibah langsung. 

 

Pasal 3 … 
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Pasal 3 

Penerimaan Hibah melalui Dana Perwalian harus memenuhi 

kriteria: 

a. adanya komitmen dari Pemberi Hibah untuk memberikan 

dana dalam rangka pencapaian sasaran tematik prioritas 

pembangunan nasional; 

b. adanya kebutuhan untuk mendukung pencapaian sasaran 

tematik sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan/atau 

c. adanya persyaratan yang telah disepakati dengan Pemberi 

Hibah dalam perjanjian. 

 

Pasal 4 

Dana Perwalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, digunakan 

untuk membiayai kegiatan sesuai dengan prioritas pembangunan 

nasional.  

 

 

BAB II 

KELEMBAGAAN DANA PERWALIAN 

Bagian Kesatu 

Pengelola Dana Perwalian 

Pasal 5 

(1) Pengelolaan Dana Perwalian dilakukan oleh Lembaga Wali 

Amanat. 

(2) Lembaga Wali Amanat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

dibentuk oleh Menteri/Pimpinan Lembaga setelah mendapat 

pertimbangan dari Menteri Perencanaan dan Menteri 

Keuangan. 

 

(3) Dalam … 
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(3) Dalam hal Dana Perwalian digunakan oleh lebih dari satu 

Kementerian/Lembaga atau lintas sektoral, pembentukan 

Lembaga Wali Amanat dilaksanakan oleh salah satu 

Menteri/Pimpinan Lembaga terkait berdasarkan penunjukan 

Menteri Perencanaan, setelah mendapat pertimbangan 

Menteri Keuangan. 

 

Pasal 6 

Lembaga Wali Amanat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 

(1), terdiri dari: 

a. Majelis Wali Amanat; dan 

b. Pengelola Dana Amanat. 

 

Pasal 7 

Majelis Wali Amanat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf 

a, dipersamakan sebagai satuan kerja. 

 

Pasal 8 

Majelis Wali Amanat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf 

a, mempunyai tugas: 

a. menetapkan Pengelola Dana Amanat; 

b. menetapkan program pengelolaan Dana Perwalian; 

c. melakukan penarikan dana Hibah dari Pemberi Hibah; 

d. memerintahkan pembayaran Dana Perwalian kepada pihak-

pihak yang terkait; 

 

e. melakukan … 
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